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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-government maturity,
kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap digital
local government transparency di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian yaitu
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi
pemerintah daerah, laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas pemerintah daerah.
Sampel pada penelitian ini adalah 36 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang
terdiri dari pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi pada tahun 2022-2023. Teknik
analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government maturity dan sistem akuntabilitas
pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap digital local government
transparency, sedangkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap digital
local government transparency. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyajian
informasi dan manajemen kinerja yang baik melalui pemanfaatan teknologi
memudahkan aksesibilitas dan mewujudkan keterbukaan pemerintah terhadap
masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemanfaatan
teknologi informasi melalui pengembangan e-government serta manajemen kinerja
yang akuntabel guna mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik secara
digital.

Kata Kunci : E-govermment maturity, kualitas laporan keuangan, sistem
akuntanbilitas, digital tranparency



ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of e-government maturity, financial
report quality, and local government accountability systems on digital local
government transparency in Central Java Province. The research approach is
quantitive, using secondary data obtained from official local government websites,
financial reports, and local government accountability reports. The sample in this study
was 36 local governments in Central Java Province, consisting of district, city, and
provincial governments in 2022-2023. The analysis technique used was multiple linear
regression with the help of SPSS software. The results show that e-government maturity
and local government accountability systems have a positive effect on digital local
government transparency, while the quality of financial reports has no effect on digital
local government transparency. These findings indicate that good information
presentation and performance management through the use of technology facilitate
accessibility and realize government openness to the public. The implications of this
research result emphasize the importance of utilizing information technology through
the development of e-government and accountable performance management to
support the realization of digital public information transparency

Keywords : E-government maturity, financial reporting quality, accountability system,
digital transparency
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INTISARI

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh e-government
maturity, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah
terhadap digital local government transparency. Grand theory yang digunakan pada
penelitian ini adalah teori keagenan (agency theory). Penelitian ini memiliki 3 hipotesis
yang terdiri dari : e-government maturity berpengaruh positif terhadap digital local
government transparency, kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap
digital local government transparency, sistem akuntabilitas pemerintah daerah

berpengaruh positif terhadap digital local government transparency.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2022 dan 2023. Pengambilan sampel ditentukan dengan non probability
sampling dengan pendekatan purpossive sampling dan didapatkan 72 sampel, namun
terdapat 4 data outlier sehingga diperoleh 68 sampel data yang diolah. Teknik
pengujian pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan
menggunakan aplikasi SPSS 25. Berdasarkan pengajuan hipotesis pada penelitian ini,
dapat disimpulkan bahwa e-government maturity dan kualitas laporan keuangan
berpengaruh positif terhadap digital local government transparency, sedangkan
kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap digital local government

transparency.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu adanya beberapa situs web

pemerintah daerah yang tidak dapat diakses sewaktu-waktu sehingga hal ini menjadi
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tantangan dalam memperoleh data. Selain itu, pengukuran e-government maturity dan
digital transparency menggunakan scoring sehingga dapat bersifat subjektif dari
perspektif peneliti. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan
model penentu transparansi digital yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan
beberapa faktor, serta melakukan studi di wilayah yang berbeda sehingga dapat
memberikan masukan mengenai faktor penentu transparansi digital tergantung pada

kondisi lokal tertentu.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan di tingkat daerah
memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan good governance kepada masyarakat.
Perkembangan era globalisasi di dunia memberikan dampak yang signifikan, terutama
dalam kemajuan teknologi informasi di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan
keuangan di lembaga pemerintahan. Adanya perkembangan teknologi informasi yang
terjadi pada pemerintah meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kinerja
pemerintah untuk menghasilkan pemerintah yang berprinsip good governance.
Terdapat dua unsur pokok dalam mewujudkan good governance yaitu transparansi dan

akuntabilitas (Mardiasmo, 2006).

Prinsip transparansi mengandung makna terbukanya informasi administrasi
publik. Transparansi diyakini memiliki dampak positif terhadap peningkatan
akuntabilitas pemerintah serta mendorong penyebaran informasi yang lebih luas
kepada masyarakat mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah(Wu et al., 2017).
Transparansi dan keterbukaan informasi dapat membangun kepercayaan masyarakat
serta mengurangi penyimpangan terhadap tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan

keuangan negara.



Di era digital ini, teknologi informasi memiliki peran dalam memudahkan akses
terhadap informasi publik yang menciptakan adanya transparansi digital. Transparansi
digital dalam pemerintahan menjadi sangat penting karena memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk mengawasi, mengevaluasi, dan ikut serta dalam proses
pemerintahan. Tuntutan masyarakat mengenai keterbukaan informasi telah diatur
dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa
salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak
publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan publik - atas penyelenggaraan negara makin terbuka, maka

penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan.

IKIP Tahun ke Tahun
2023 75,40

2022 74,43
2021 71,37

Keterangan
90-100 Baik sekali 6079 Sedang  0-30 Buruk sekall
80-89 Balk 31-59 Buruk

(@] rooeston s WD mbonmchoans | Raat 114N Grofs Chuseis TAEH0R

Gambar 1. 1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023



Tingkat penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia dapat diukur
melalui perolehan skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diterbitkan
oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan KIP periode tahun
2021-2023, nilai IKIP Indonesia mengalami peningkatan dengan perolehan skor tahun
2023 adalah sebesar 75,40 yang masuk pada kategori sedang. Skor tersebut meningkat

0,97 poin dibandingkan skor pada tahun 2022 yang hanya sebesar 74,43.

Sumber Komisi Informasi (Ki) Pusat
(© K indonesicBaikid N [0 IndonesioBakiD | Riset Yuli N. Grafis Chunio B 22062023

Gambar 1. 2 Sepuluh Provinsi dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil penilaian IKIP tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah masuk ke
dalam 10 besar provinsi dengan perolehan skor IKIP tertinggi secara nasional.

Perolehan skor IKIP Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam kategori “Baik™ dengan



skor 82,05 pada tahun 2025. Namun pada praktiknya, keterbukaan informasi publik di
Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala yang menimbulkan ketidakpuasan
masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi
(KI) Jawa Tengah apabila terjadi keberatan. Berdasarkan laporan tahunan KI Jawa
Tengah 2023, terdapat sebanyak 100 (seratus) sengketa informasi publik dengan
puncaknya pada bulan Agustus dan November. OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
menjadi badan publik yang paling banyak disengketakan yaitu sebanyak 45 institusi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan PPID belum optimal yang disebabkan
kurangnya koordinasi internal dalam pengelolaan informasi sebagaimana tercemin

dalam laporan tahunan PPID.

Transparansi digital dalam pemerintah dacrah menjadi isu yang penting pada
era digitalisasi saat ini. Di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, masyarakat menuntut
pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan sumber
daya publik. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan bagi
pemerintah untuk memanfaatkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak
hanya untuk meningkatkan legitimasi pemerintah tetapi juga untuk meminimalkan
adanya potensi korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pengelolaan sumber daya
yang buruk. Penerapan e-government di Provinsi Jawa Tengah diatur pada (Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2022). Peraturan tersebut menjadi langkah strategis



untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
mewajibkan setiap organisasi publik seperti pemerintah pusat maupun pemerintah di
daerah untuk membuat dan merancang, melakukan pengembangan serta menerapkan
sistem informasi e-government yang tepat dan berkualitas sebagai sarana penyaluran
informasi kepada publik. E-government dianggap mampu untuk meningkatkan
transparansi pemerintah dan mengurangi korupsi (Lupu & Lazdr, 2015). Keberhasilan
penerapan e-government diukur dengan melakukan pengamatan masing-masing situs

website pemerintah dacrah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024) yang
menyatakan bahwa e-government maturity terbukti berdampak positif pada tingkat
transparansi digital pemerintah daerah. Namun dalam penelitian tersebut juga
ditemukan beberapa situs website pemerintah daerah tidak sepenuhnya dapat diakses
sehingga menghambat dalam memperoleh beberapa data. Selain itu, penelitian yang
dilakukan oleh (Shabihah et al., 2025) menyatakan bahwa implementasi e-government
yang ditandai dengan integrasi sistem digital dan inovasi aplikasi publik berkontribusi
dalam meningkatkan transparansi digital pemerintah daerah. Sedangkan penelitian
yang dilakukan oleh (Nurindahsari et al., 2022) yang meneliti mengenai pengaruh

sistem e-government terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, menemukan



hasil yang tidak signifikan. Pada penelitian yang terdahulu, sebagian besar meneliti
faktor seperti e-government terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah atau
transparansi informasi keuangan daerah. Hal ini belum mencakup transparansi digital
pemerintah daerah secara menyeluruh yang menjadi fokus pada penelitian ini yang
meliputi aspek keterbukaan informasi publik, layanan digital, dan akses data berbasis

digital.

Kualitas laporan keuangan merupakan indikator penting yang menggambarkan
seberapa baik pemerintah daerah dalam menyajikan informasi keuangan. (Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
2010)menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan,
andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah
yang baik akan memungkinkan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dapat dikatakan bahwa laporan
keuangan disajikan dan diungkapkan secara wajar serta tidak terjadi kesalahan yang
material dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan

dan mendukung transparansi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mempertahankan opini WTP
yang ke-13 secara berturut-turut. Berdasarkan capaian tersebut, BPK masih tetap
menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus

ditindaklanjuti. Temuan tersebut menunjukkan adanya potensi masalah terhadap



kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat menjadi hambatan bagi
terwujudnya transparansi. Temuan BPK tersebut menjadi evaluasi sekaligus menjadi
upaya perbaikan tata kelola yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Adiputra et al., 2018) menunjukkan
adanya hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan tingkat transparansi
pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Octavio &
Urumsah, 2024) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan secara signifikan
positif memengaruhi transparansi digital. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
(Zulva et al., 2020) menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu opini auditor tidak

berpengaruh transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

Kualitas sistem akuntabilitas pemerintah daerah juga memainkan peran penting
dalam transparansi penyelenggaraan pemerintah. Hubungan positif antara pemerintah
dan masyarakat dibina melalui peran akuntabilitas pemerintah (Yuesti et al., 2022).
Sistem akuntabilitas yang baik memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang
diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024) menyatakan
bahwa Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKT) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap transparansi, hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yang

kuat dapat transparansi pemerintah daerah.



Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian
terdahulu melihat pengaruh e-government maturity, kualitas laporan keuangan dan
sistem akuntabilitas pemerintah daerah di seluruh pemerintah daerah di Indonesia,
sedangkan penelitian ini melihat pengaruh e-government maturity, kualitas laporan
keuangan dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah pada
tahun 2022 sampai dengan 2023. Provinsi Jawa Tengah dipilih agar penelitian lebih
memberikan fokus yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap karakteristik
spesifik pemerintah daerah daerah tersebut. Penelitian untuk level suatu pemerintah
daerah belum banyak dikaji secara mendalam terhadap konteks lokal yang memiliki
dinamika tersendiri sehingga dapat dilakukan perbandingan antar daerah. Penelitian ini
juga menggunakan variabel kontrol yaitu kekayaan pemerintah daerah dan ukuran
pemerintah daerah untuk mengendalikan pengaruh faktor-faktor sumber daya dan

kapasitas organisasi yang dapat memengaruhi transparansi digital pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian
mengenai peran e-government maturity, Kualitas laporan keuangan dan sistem
akuntabilitas pemerintah daerah, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul

“Determinan Digital Local Government Transparency Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
digital local government transparency di Provinsi Jawa Tengah. Adapun masalah yang

dihadapi meliputi beberapa situs web pemerintah daerah tidak sepenuhnya dapat



diakses, sehingga mengurangi aksesibilitas terhadap data yang diperlukan. Penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai transparansi pemerintah daerah
yang dipengaruhi oleh e-government dan kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil
yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan
masalah pada penelitian adalah bagaimana pengaruh e-government maturity, kualitas
laporan keuangan, dan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap digital local

government transparency di Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang

diajukan adalah sebagai berikut:

1) Apakah e-government maturity berpengaruh positif terhadap digital local
government transparency?

2) Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh positit terhadap digital local
government transparency?

3) Apakah sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap

digital local government transparency?

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:



1)

2)

3)

Menguji dan menganalisis pengaruh e-government maturity terhadap digital
local government transparency
Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap digital
local government transparency
Menguji dan menganalisis pengaruh sistem akuntabilitas pemerintah daerah

terhadap digital local government transparency

1.5 Manfaat Penelitian

1)

2)

Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan -literatur yang ada mengenai e-government maturity, kualitas
laporan keuangan, sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap digital local
government transparency. Selain itu, diharapkan mampu memberikan
pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
digital local government transparency sehingga dapat dijadikan referensi untuk
penelitian selanjutnya.
Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para
pembuat kebijakan untuk merancang strategi dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
b. Adanya penelitian ini yaitu memberikan pemahaman mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi transparansi, pemerintah daerah dapat
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mengembangkan sistem e-government yang lebih baik sehingga dapat

meningkatkan kualitas layanan publik.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976)
merupakan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Pada
sektor pemerintahan, hubungan tersebut tercermin dari masyarakat bertindak sebagai
prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah. Kemudian pemerintah
bertindak sebagai agen yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik secara

akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Saraswati et al.,

2019).

Teori keagenan menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai wakil
masyarakat untuk memenuhi harapan dari masyarakat(Adiputra et al., 2018).
Pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan publik, menguasai informasi
yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan, memiliki potensi kebijakan
yang hanya mementingkan pemerintah dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, untuk mengurangi permasalahan yang terjadi, pemerintah daerah harus
berupaya meningkatkan transparansi dalam menyediakan informasi dan menyajikan

laporan keuangan yang berkualitas.
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Transparansi  digital dapat dipandang sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban pemerintah dalam menyediakan informasi dengan memanfaatkan
teknologi informasi. Pengungkapan informasi melalui internet dapat meningkatkan
fungsi pengawasan dari masyarakat. Mekanisme pengawasan terhadap pemerintah
dapat dilakukan dengan adanya penerapan e-government dan penyusunan laporan
keuangan yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi kinerja
pemerintah secara lebih objektif. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pemerintah
tersebut dapat mengurangi asimetri informasi dalam hubungan antara masyarakat

sebagai prinsipal dan pemerintah menjadi agen.

2.1.2 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi memiliki peran penting dalam keberlangsungan pemerintah.
Teori ini menekankan pentingnya kesesuaian dengan norma dan nilai yang berlaku
dalam masyarakat. Teori legitimasi digunakan dalam hubungan antara pemerintahan
dengan masyarakatnya agar pemerintah dapat berkembang sesuai dengan kebaikan dan
kebutuhan masyarakatnya (Zulva et al., 2020) Pengungkapan segala bentuk dokumen
informasi keuangan dapat menjadi pertanggungjawaban pemerintah kepada
masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses aktivitas

pemerintah dan juga hasilnya.

Teori legitimasi digunakan untuk memberikan dasar atau alasan pemerintah
daerah perlu untuk menyampaikan informasi keuangan kepada publik melalui situs

web resmi masing-masing pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
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adalah melakukan pengungkapan informasi dengan memanfaatkan fasilitas internet

dalam bentuk situs web (Sinaga, 2011).

2.1.3 Tata Kelola yang Baik (Good Governance)

Good governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan
responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut World Bank (1992), good
governance adalah cara pengelolaan negara atau organisasi yang menjamin
pelaksanaan kebijakan secara transparan, akuntabel, serta partisipatif, dengan

memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), salah satu ciri
utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi (Mardiasmo, 2018).
Transparansi menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena
memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memantau penyelenggaraan
pemerintahan karena adanya keterbukaan informasi publik. Dengan adanya
transparansi, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan di

masyarakat.

2.1.4 E-government maturity
Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong pemerintah untuk
menerapkan e-government  guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Implementasi e-government digunakan untuk menyampaikan hasil kinerja pemerintah,

baik informasi keuangan maupun non keuangan. Penerapan ini memungkinkan
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masyarakat untuk mengakses laporan dan rencana kebijakan pemerintah melalui
platform e-government yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan
(Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah, 2005), yang mewajibkan informasi keuangan daerah tersedia di situs resmi
pemerintah daerah. Dengan demikian, e-government berperan dalam mendukung

transparansi dan mengurangi tindakan korupsi(Adiputra et al., 2018).

Pembangunan sistem informasi yang baik diperlukan untuk memulai penggunaan
e-government. Berdasarkan penelitian yang dilakukan(Fietkiewicz et al., 2017) oleh e-

government maturity dapat diperoleh melalui 5 pilar yang disebutkan sebagai berikut:

a. Pilar 1 : Diseminasi Informasi (Katalog)
Pada pilar in1 pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan
mudah diakses oleh public dalam e-government. Aksesibilitas e-government yang
cepat dan mudah tentunya sangat berpengaruh penting dalam kematangan sebuah
e-government.

b. Pilar 2 : Komunikasi
Komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara real time sangat
penting dalam kematangan suatu e-government.

c. Pilar 3 : Transaksi
E-government yang matang harus memiliki system layanan financial ataupun
non-financial yang dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang

memakan waktu.
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d. Pilar 4 : Interoperabilitas (Integrasi)
E-government yang matang harus memiliki teknologi informasi yang terintegrasi,
sehingga data dapat dipertukarkan dengan mudah dan aman di antara sistem yang
berbeda.

e. Pilar 5 : Partisipasi
E-government yang matang harus. memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat
dalam pembuatan kebijakan, seperti melalui survey online, forum publik, atau
konsultasi daring.

2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan

Persyaratan normatif 'yang harus dipenuhi agar laporan keuangan dapat
memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan adalah
kualitas laporan keuangan. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 2010), laporan keuangan dapat
dikatakan memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi karakteristik laporan

keuangan yaitu:

a. Relevan
Informasi laporan keuangan dianggap relevan jika dapat mempengaruhi
keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

b. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan

dan kesalahan material, dapat dipercaya dan dapat diverifikasi.
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c. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari waktu ke

waktu, serta antara entitas yang berbeda
d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna.

Jika laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan
memenuhi kualitas laporan keuangan, maka akan mendapatkan opini yang baik dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010, laporan keuangan menggunakan SAP berbasis akrual. Penerapan
standar akuntansi berbasis akrual memungkinkan untuk menyajikan gambaran
informasi keuangan yang lebih realistis dan akurat mengenai posisi dan kinerja
keuangan pemerintah. Pada laporan keuangan pemerintah daerah wajib untuk
dilakukan audit oleh BPK. Hasil audit berupa opini audit akan memberikan
informasi tentang kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Kualitas laporan keuangan dapat dievaluasi berdasarkan opini audit pada laporan
keuangan pemerintah (Wilopo, 2017).

2.1.5 Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah
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bentuk pertanggungjawaban dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem akuntabilitas
pemerintah merupakan kerangka yang mengatur pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini mencakup berbagai aktivitas,
alat, dan prosedur yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas

kepada masyarakat.

Pemerintah dapat memastikan kredibilitasnya dan meningkatkan kepercayaan
publik dengan menerapkankan sistem akuntabilitas yang baik. Hal itu dapat
meningkatkan transparansi pemerintah daerah dengan menyediakan informasi yang
tepat, cepat, dan mudah diakses. Dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
menyatakan bahwa tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah
untuk mendorong terciptanya akuntabilitas yang merupakan salah satu syarat untuk

terciptanya good governance.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penulis, Tahun Variabel Sampel dan Metode Hasil
Analisis

Muhammad Variabel Independen : | Sampel : E-government maturity,
Fadhly Rizky 1. E-government Situs web resmi, | Kualitas laporan
Octavio & Dekar maturity laporan keuangan, dan Sistem
Urumsah (2024) | 2. Kualitas  laporan | akuntabilitas, = dan | akuntabilitas pemerintah
keuangan laporan  keuangan | daerah berpengaruh
541 pemerintah | positif terhadap

provinsi dan | transparansi digital.
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3. Sistem kabupaten/kota  di
akuntabilitas Indonesia
pemerintah daerah
Metode Analisis :
Variabel Dependen : Analisis regresi
Transparansi  digital | berganda
pemerintah daerah
Bayu Aji Faundra | Variabel Independen : | Sampel : . Kekayaan pemerintah
Pratama (2023) |1. Kekayaan 541 website daerah, Kualitas
pemerintah daerah | pemerintah  daerah laporan keuangan,
2. Ukuran pemerintah | dan laporan Maturity e-
daerah keuangan government
3. Kualitas  laporan | pemerintah  daerah berpengaruh  positif
keuangan tahun 2021 signifikan  terhadap
4. Maturity e- transparansi informasi
government Metode Analisis : keuangan pemerintah
Analisis regresi daerah
Variabel Dependen : berganda,  Statistik |2. Ukuran  pemerintah
Transparansi informasi | Deskriptif dan Uji daerah tidak
keuangan < pemerintah | Asumsi Klastk berpengaruh terhadap
daerah di Indonesia transparansi informasi
keuangan pemerintah
daerah.
Ramadan Syahril | Variabel independen : | Sampel : Kualitas Laporan
Basri, Saiful Kualitas laporan | Pegawai pada Badan | Keuagan  berpengaruh
Amri, Radhiana | keuangan Pengelolaan terhadap  Akuntabilitas
(2023) Keuangan Kota | Kinerja
Variabel dependen : Banda Aceh
Akuntabilitas kinerja
Metode analisis :
analisis regresi linier
berganda
Risya Variabel Independen : | Sampel : Sistem informasi e-
Nurindahsari Sistem informasi e- | SKPD di Pemerintah Government
(2022) government Kota Bandung’yang berpengaruh  secara
memiliki Sistem signifikan  terhadap
Variabel Dependen : Informasi E- variabel Akuntabilitas
- Transparansi Government  yang Pengelolaan
pengelolaan berjumlah 28 SKPD Keuangan Daerah
keuangan daerah di Sistem informasi e-
Pemerintah  Kota | Metode analisis : government
Bandung berpengaruh  secara
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Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
daerah di Pemerintah

uji analisis statistik
deskriptif, uji asumsi
klasik dengan wji

tidak signifikan
terhadap Transparansi
Pengelolaan

Kota Bandung normalitas, uji Keuangan Daerah
heteroskedastisitas.
Syamsul, Siti Variabel Independen : | Sampel : 1. Implementasi e-
Zuhroh (2021) | Implementasi e- | 80 pemerintah government  dalam
government daerah di Indonesia penyelenggaraan
pemerintahan
Variabel Dependen : Metode analisis : berimplikasi  positif
Transparansi uji normalitas, uji pada peningkatan
pengelolaan keuangan | heteroskedastisitas, transparansi
daerah analisis regresi linier pengelolaan keuangan
sederhana, koefisien daerah di Indonesia.
determinasi, dan uji
oL
Intan Indana Variabel Independen : | Sampel : 1. Kekayaan pemerintah
Zulva, Arik 1. Kekayaan 31 pemerintah daerah, Opini auditor,
Susbiyani, Diyah pemerintah daerah | dacrah di  Jawa Rasio tingkat
Probowulan 2. Opini auditor Timur tahun 2018. ketergantungan, dan
(2020) 3.~ Rasio tingkat Ukuran  pemerintah
ketergantungan Metode Analisis : daerah tidak
4. Ukuran pemerintah | uji asumsi klasik (uji berpengaruh terhadap
daerah normalitas, uji transparansi informasi
multikolonieritas, uji keuangan pemda
Variabel Dependen : heteroskedesitas), melalui E-
Transparansi Informasi | dan ~ uji  analisis Government
Keuangan Pemerintah | regresi berganda pemerintah daerah di
Daerah  Melalut - E- Jawa Timur
Government Pemda di
Jawa Timur
Sutaryo, Variabel independen : | Sampel : 1. Profil kepala daerah,
Kurniasari Tri | Faktor politik meliputi | 309 website | tingkat persaingan
Amanu (2020) | Profil kepala daerah, | pemerintah daerah di | politik dan kemandirian
ideologi politik, dan | Indonesia daerah berpengaruh
tingkat persaingan. terhadap  transparansi
Faktor keuangan | Metode Analisis : informasi  pemerintah
meliputi likuiditas dan | Analisis regresi | daerah;
kemandirian daerah linear berganda 2. Ideologi politik dan
likuiditas keuangan
Variabel dependen : tidak berpengaruh
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Transparansi informasi signifikan terhadap
pemerintah daerah di transparansi informasi
Indonesia pemerintah daerah.
Dini Verdania | Variabel independen : | Sampel: E-Government kota
Latif, Saadah, | E-Government (e- | E-Government Kota | Bandung menyajikan
Syakieb Arsalan | Government, e- | Bandung informasi yang akuntabel
(2019) Budgeting (e- dan transparan, walaupun
Procurement)) Metode analisis masih  sedikit kurang
Metode deskriptif dalam penyempurnaan.
Variabel dependen :
Transparansi dan
Akuntabilitas
Junita Cestilia | Variabel independen : | Sampel : 1. Kemandirian  daerah
Nenabu (2019) | Kualitas Laporan | 49 kabupaten dan | berpengaruh terhadap
Keuangan, kota se-Indonesia transparansi  informasi
Kemandirian Daerah, keuangan  pemerintah
Kepadatan Penduduk, daerah
Tingkat Penidikan Metode Analisis : 2. Kepadatan penduduk,
Analisis regresi | tingkat pendidikan, dan
Variabel dependen : berganda kualitas laporan
Transparansi Informasi keuangan tidak
Keuangan pada Situs berpengaruh  terhadap
Resmi Pemerintah transparansi  informasi
Daerah keuangan pemerintah
daerah
I Made Pradana | Variabel Independen : | Sampel : 1. Kualitas laporan
Adiputra, 1. Ukuran pemerintah | 34 pemerintah | keuangan melalui hasil
Sidharta Utama, daerah daerah (provinsi) di | opini audit, Tingkat
Hilda Rossieta |2. Kualitas = laporan | Indonesia pada tahun respon regulasi
(2018) ; l;gua{(lgtan 2016 pemerintah  terhadap
. Tingka respon .
pemerintah daerah | Metode Analisis : iggulasg (‘lgn
. . . ingkungan politik
terhadap regulasi purposive sampling .\
4. Lingkungan politik | dan analisis regresi berpengaruh posmf
di pemerintah | berganda terhadgp transp aransl
daerah pemerintah daerah di
Indonesia
Variabel Dependen : 2. Ukuran pemerintah
Transparansi daerah tidak
pemerintah daerah berpengaruh signifikan
terhadap  transparansi

pemerintah daerah
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Indra Agung
Wilopo (2017)

Variabel independen :
pendapatan asli daerah,
kompleksitas

pemerintahan, belanja

daerah, rasio
pembiayaan utang,
tingkat kesejahteraan
masyarakat, dan
kualitas laporan
keuangan

Variabel dependen :
Akuntabilitas dan

Transparansi informasi
keuangan daerah

Sampel :
211
daerah

pemerintah

Metode analisis :
analisis regresi
logistik dan analisis
regresi berganda

. Tingkat kesejahteraan
masyarakat satu
menunjukan hubungan
positif dan signifikan
dalam  pengungkapan

informasi laporan
keuangan yang
transparan melalui
website pemerintah
daerah

2. faktor yang lain tidak
menunjukan  dampak
yang signifikan.

Dian Pratiwi Pitri
dan Citra Indah
Merina (2017)

Variabel independen :
Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi
Umum, Belanja
Dacrah, Ukuran
Pemerintah, Rasio
Pembiayaan Hutang,
Kompleksitas
Pemerintah, Kualitas
Laporan

Keuangan, dan Tingkat
Kesejahteraan
Masyarakat

Variabel dependen :
Tingkat Transparansi
Informasi  Keuangan
Pemerintah Daerah

Sampel :

15  kabupaten/kota
provinsi  Sumatera
Selatan

Metode analisis :

. Belanja Daerah, Ukuran
Pemerintah, dan
Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat
berpengaruh positif
terhadap Tingkat
Transparansi Informasi
Keuangan Pemerintah
Daerah

. Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi

Umum, Rasio
Pembiayaan = Hutang,
Kompleksitas

Pemerintah, dan
Kualitas Laporan
Keuangan tidak
berpengaruh  terhadap

Transparansi Informasi
Keuangan Pemerintah
Daerah
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http://eprints.binadarma.ac.id/3671/1/Jurnal%20Dian%20Pratiwi%20Pitri.pdf

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh E-government maturity Terhadap Digital Local Government

Transparency

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara dua pihak
yaitu masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen terdapat potensi
adanya asimetri informasi. Upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan atau
meningkatkan kepercayaan publik dilakukan melalui langkah-langkah yang
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah terlibat dalam
persaingan untuk meningkatkan sistem informasi pemerintah guna memungkinkan
keterlibatan publik. Dengan ketersediaan informasi melalui e-government
menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi masalah asimetri informasi.
Sejalan dengan teori legitimasi bahwa adanya e-govermment menjadi upaya

pemerintah dalam memperoleh legitimasi publik.

Sistem e-government yang canggih dapat meningkatkan transparansi
dengan menggunakan teknologi yang andal (Fietkiewicz et al., 2017). Menurut
penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024),
menyatakan bahwa e-government maturity berpengaruh positif terhadap
transparansi digital pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Latif et al., 2019) juga menunjukkan adanya hubungan langsung
antara tingkat e-government maturity dan transparansi di pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh
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(Pratama, 2023) yang menyatakan bahwa e-government maturity berpengaruh
positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah,
yaitu dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan

terwujudnya transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Pada perkembangan era globalisasi dan digitalisasi, penerapan e-
government dapat mempercepat ketersediaan informasi publik dan memperkuat
hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan e-government yang
efektif dapat membantu pemerintah untuk mengoptimalkan layanan publik dan
menciptakan transparansi bagi semua pemangku kepentingan. Dengan demikian,

penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : E-government maturity berpengaruh positif terhadap digital local

government transparency

2.3.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Digital Local
Government Transparency
Berdasarkan teort keagenan, masyarakat sebagai prinsipal akan menuntut
pemerintah sebagai agen untuk menunjukkan akuntabilitasnya melalui laporan
keuangan yang berkualitas. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan yang
baik dengan mendapatkan opini auditor berupa WTP dari BPK menunjukkan
bahwa pengungkapan informasi keuangan pada laporan telah dilakukan dengan

transparan. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang memiliki kualitas laporan
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keuangan yang baik dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi dari pemerintah

tersebut juga baik.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adiputra et al., 2018) dan
(Octavio & Urumsah, 2024) menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan melalui
hasil opini audit berpengaruh positif terhadap transparansi digital informasi
keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Pratama, 2023) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh
positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Selain itu,
(Pratama, 2023) juga menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik
menurut opini audit BPK' adalah laporan keuangan yang terpublikasi dan mudah
dilihat oleh berbagai pihak, serta menunjukkan adanya kepatuhan terhadap standar

yang telah ditetapkan.

Kualitas laporan keuangan yang baik mencerminkan informasi yang dapat
dipercaya, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Sehingga laporan
keuangan yang berkualitas memungkinkan pengguna laporan keuangan
memperoleh gambaran yang jelas dan akurat sesuai dengan kondisi keuangan
daerah dan kinerja pemerintah. Dengan demikian, maka penelitian ini merumuskan

hipotesis sebagai berikut.

H2 : Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap digital

local government transparency
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2.3.3 Pengaruh Sistem Akuntabilitas Terhadap Digital Local Government

Transparency

Akuntabilitas pemerintah sangat penting untuk mewujudkan hubungan
yangh baik antara pemerintah dan masyarakat(Yuesti et al., 2022). Pengungkapan
informasi keuangan dan non keuangan yang transparan merupakan syarat
akuntabilitas untuk membangun kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat.
Sistem akuntabilitas yang efektif mengharuskan pemerintah untuk mengungkapkan
semua tindakannya secara transparan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024),
menyatakan bahwa sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif
terhadap transparansi digital pemerintah daerah. Hasil penelitian (Octavio &
Urumsah, 2024) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi oleh
pemerintah bergantung pada kualitas sistem akuntabilitas. Kemudian dijelaskan
juga bahwa pemerintah dengan memiliki kerangka akuntabilitas yang kuat,
pemerintah daerah memiliki keterbukaan yang lebih besar terhadap informasi
publik melalui platform digital.

Pemerintah dapat memastikan kepercayaan publik dengan menerapkan
sistem akuntabilitas yang efektif. Hal ini menunjukan bahwa membangun kerangka
akuntabilitas yang kuat akan menjadi dasar bagi transparansi pemerintah,
mendorong tanggungjawab yang jelas, dan meningkatkan kepercayaan pemerintah

dan publik. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:
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H3: Sistem akuntabilitas berpengaruh positif terhadap digital local

government transparency

2.4 Kerangka Konseptual

Model kerangka penelitian menempatkan E-government maturity, Kualitas
Laporan Keuangan dan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah sebagai variabel
independen, serta Digital Local Government Transparency sebagai variabel

dependen. Adapun kerangka dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

E-Government

Maturity (X1) H1 (+)
Kualitas Laparan H2 (+) Digital Local Government
Keuangan (X2) Transparency (Y)
H3 (+)

(X3)

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan
data sekunder. Data didapatkan melalui laporan keuangan daerah yang telah diaudit
oleh BPK dan situs web resmi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini berfokus
pada penilaian akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah tingkat provinsi dan
kabupaten/kota yang menerapkan e-government dengan memiliki situs web resmi.
Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Explanatory research menjelaskan
kedudukan-kedudukan variabel yang diteliti terhadap obyek yang diteliti serta berfokus
pada sebab dan akibat (kausal) (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh E-government, kualitas laporan keuangan, dan sistem

akuntabilitas pemerintah daerah terhadap transparansi digital pemerintah daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi
Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pemerintah daerah di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023.

3.2.2 Sampel
Pengambilan sampel ditentukan dengan non probability sampling dengan

pendekatan purpossive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria

28



tertentu. Sehingga didapatkan sampel dalam penelitian ini adalah 36 pemerintah daerah
di Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah
pemerintah daerah di Jawa Tengah yang memiliki e-government dalam bentuk website
resmi dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dan 2023

yang telah diaudit.

33 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data yang diambil berasal dari
situs web resmi, laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas pemerintah daerah di
Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2022 dan 2023 yang telah memenuhi

kriteria pengambilan sampel.

3.4  Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi pada pengumpulan data.
Pengumpulan data yang akan digunakan berasal dari situs web resmi pemerintah
daerah di Jawa Tengah tahun 2023 dengan menggunakan data sekunder. Data
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis aksesibilitas situs web resmi pemerintah
daerah dan perkembangan website pemerintah daerah. Selain itu, data pada penelitian
ini didapatkan dengan cara mengunduh laporan keuangan dan laporan akuntabilitas

pemerintah daerah pada tahun 2022 dan 2023.

3.5  Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) dan variabel

independen (X). Pada penelitian ini variabel dependennya (Y) adalah digital local
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government transparency, sedangkan variabel independennya (X) terdiri dari e-
government maturity, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah

daerah.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah digital local government
transparency. Transparansi merupakan aspek penting dalam tata kelola yang baik
dalam menjaga akuntabilitas dan integritas keuangan pemerintah daerah. Aspek ini
mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan keterbukaan informasi dan
kemudahan akses oleh masyarakat terkait pengelolaan keuangan publik. Transparansi
digital ini mencakup keterbukaan informasi publik, ketersediaan dan aksesibilitas data
keuangan, serta interaksi secara daring antara pemerintah dan masyarakat yang
disajikan melalui platform digital seperti website resmi pemerintah daerah sehingga

dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Peneliti menggunakan sistem scoring untuk mengukur variabel ini dengan
memberikan penilaian sesuai dengan yang dilakukan. Jika tidak ditemukan indikator
didalam situs web resmi pemerintah daerah, maka akan diberikan skor 0. Sebaliknya,
jika ditemukan indikator didalam situs web resmi pemerintah daerah maka akan diberi
1 poin. Indikator spesifik yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel

3.1.
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Tabel 3. 1 Indikator Transparansi Digital Pemerintah Daerah

No. Indikator Poin Referensi
1. Jika website pemerintah daerah | +1
dapat ditemukan di halaman
pertama pencarian di google
dengan hanya mengetikkan nama
pemerintah daerah

2. Cukup tiga kali klik atau kurang | +1
yang diperlukan untuk melihat (Adiputra et al.,
informasi keuangan di situs web 2018)
resmi pemerintah daerah
3. Bila data keuangan dapat diunduh | +1
dalam berbagai format
4. Jika ada informasi keuangan | +1
sebelumnya di  situs  web
pemerintah daerah.

3.5.2 Variabel Independen (X)
Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari e-government maturity,

kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah

1) E-government maturity

E-government maturity atau maturity e-government merupakan penilaian
terhadap keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini
dapat dilihat dari jumlah fungsi yang ditawarkan oleh e-government terkait dengan
paparan hasil kinerja secara terbuka dan mudah diakses oleh semua kalangan
masyarakat. Variabel ini menggunakan sistem skoring dengan memberikan nilai sesuai
dengan yang dilakukan. Pemberian poin O akan diberikan ketika ditemukannya
indikator didalam situs web resmi pemerintah daerah. Sebaliknya, pemberian poin 1

akan diberikan ketika ditemukannya indikator didalam situs web resmi pemerintah
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daerah. Total poin indikator yang diperoleh akan menjadi skor final. Maksimal skor
yang dapat diperoleh adalah 5 poin (Fietkiewicz et al., 2017). Indikator spesifik yang

digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Indikator E-Government Maturity

No. Indikator Poin Referensi
1. Adanya Kegunaan Partisipasi pada Website +1 (Fietkiewicz
2. Adanya Kegunaan Komunikasi pada Website +1 etal., 2017)
3. Adanya Kegunaan Katalog pada Website +1
4, Adanya Kegunaan transaksi pada Website +1
5. Adanya Kegunaan Interoperabilitas (integrasi) | +1

pada Website

2) Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan penilaian yang berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK RI mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk opini hasil audit pemerintah daerah.
Kualitas laporan keuangan yang baik akan memungkinkan untuk mendapat opini WTP
oleh BPK RI. Hal itu berarti dengan pengungkap dan keterbukaan informasi yang baik
tidak terjadi kesalahan yang material. Opini audit yang dimaksud antara lain Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW),
dan Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP). Pengukuran variabel kualitas laporan

keuangan dengan memberikan nilai 1 untuk WTP dan 0 untuk yang lainnya.
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3) Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Sistem akuntabilitas pemerintah daerah dievaluasi melalui

sistem

pemeringkatan yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan

Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Pemberian poin dilakukan dengan minimal 1

poin dan maksimal 4 poin. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengevaluasi

sistem akuntabilitas pemerintah dirinci seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Indikator Sistem Akuntabilitas Pemerintah

No

Indikator

Poin

Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan mendapatkan
peringkat AA

Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan mendapatkan
peringkat BB - A

Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan mendapatkan
peringkat CC - B

Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan mendapatkan
peringkat D - C

3.5.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yakni Kekayaan Pemerintah

Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah.

1) Kekayaan Pemerintah Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018), tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat

tercermin dari pendapatan asli daerah yaitu jumlah pendapatan yang dihasilkan dari
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berbagai sumber di wilayahnya yang dikelola oleh pemerintah. Sumber pendapatan
tersebut meliputi pajak, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah, serta pendapatan
sah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini,
kekayaan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) untuk melihat besar kecilnya kekayaan suatu pemerintah daerah.

Tabel 3. 4 Indikator Kekayaan Pemerintah Daerah

No Indikator Referensi
Kekayaan Pemerintah Daerah = Log (Pratama, 2023)
Pendapatan Asli Daerah

2) Ukuran Pemerintah Daerah

Salah satu indikator ukuran pemerintah daerah adalah total aset yang dikelola
oleh pemerintah. Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat meliputi tanah,
gedung, bangunan, dan infrastruktur pemerintah lainnya. Ukuran pemerintah daerah
merupakan variabel untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah
dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Pada penelitian ini ukuran pemerintah daerah diukur
menggunakan total aset yang terdapat di LKPD, seperti pada penelitian sebelumnya

(Adiputra et al., 2018).

Tabel 3. 5 Indikator Ukuran Pemerintah Daerah

No Indikator Referensi

Ukuran Pemerintah Daerah = Log Total Aset (Adiputra et al., 2018)
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3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear

berganda yang terdiri dari

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode untuk memberikan gambaran mengenai e-
government maturity, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah
daerah terhadap digital local government transparency. Uji statistik deskriptif ini
dilaksanakan guna menganalisis data berlandaskan nilai maksimal, nilai minimal, nilai

rata-rata, nilai median dan nilai standar deviasi dari suatu variabel (Sugiyono, 2016).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk
memastikan model regresi yang diterapkan sudah sesuai. Perlu dilakukan uji asumsi
klasik untuk menilai akurasi, konsistensi, dan ketidakbiasaan model regresi yang telah
direncanakan dalam penelitian, sebelum melakukan dengan pengujian hipotesis
menggunakan analisis regresi linear berganda. Dengan demikian, uji asumsi klasik
menjadi langkah pertama yang penting dalam melakukan analisis regresi. Uji asumsi

klasik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

1) Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah distribusi variabel

independen, variabel dependen, dan model regresi mempunyai distribusi normal
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(Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov

(K-S) yang menunjukan apakah data residual berdistribusi normal atau tidak.

Ketetapan uji tersebut adalah sebagai berikut:

2)

Apabila hasil menunjukan nilai signifikan > 0,05 maka data residual dianggap
berdistribusi normal
Apabila hasil menunjukan nilai signifikan < 0,5 maka data residual dianggap

tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji  multikolinearitas merupakan = metode yang digunakan untuk

mengindentifikasi keberadaan korelasi antara dua atau lebih variabel independen

dalam suatu model regresi (Hair et al., 2014). Uji ini memiliki tujuan untuk menilai

apakah variabel independen saling mempengaruhi secara signifikan atau terdapat

masalah multikolinearitas yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak tepat.

Multikolinearitas dapat diukur menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan

nilai tolerance yang didapatkan dari pengolahan data yang memiliki ketentuan

sebagai berikut:

Apabila nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas
dalam penelitian.
Apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF <10, maka tidak terjadi

multikolinearitas dalam penelitian.
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3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat
perbedaan dalam variasi residual dari satu observasi ke observasi lain dalam model
regresi (Ghozali, 2018). Jika variasi residual antar observasi tetap maka disebut
homokedastisitas, namun jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali,
2018). Sebuah model regresi yang baik adalah yang memiliki variasi residual yang
tetap atau disebut homoskedastisitas. Untuk mengetahui apakah terdapat
heteroskedastisitas dalam penelitian adalah menggunakan uji White. Langkah
pertama untuk melakukan uji white adalah mencari nilai chi square dengan
mengalikan jumlah observasi (N) dengan nilai R kuadrat menggunakan rumus N x
R2. Kemudian menecari nilai chi square tabel dengan menggunakan rumus Df=k-1.
Kemudian, perhatikan tabel chi square untuk menentukan apakah nilai chi square
hitung lebih kecil atau lebih besar daripada nilai chi square tabel(Tafakul et al., 2021).
Pengambilan keputusan dalam uji white adalah apabila hasil nilai chi square hitung
lebih kecil daripada nilai chi square table maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas

(Ghozali, 2018).

3.6.3 Model Regresi Linear Berganda
Pada penelitian ini pengolahan data menggunakan analisis regresi linier
berganda, yaitu untuk menguji pengaruh maturity e-government, kualitas laporan

keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap digital local
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government transparency. Berikut ini adalah persamaan model regresi yang akan

digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

Y = o + B1X1+ B2X2+ B3X3+ BAX4+ B5XS + ¢

Keterangan :

Y = Digital Local Government Transparency

o = Konstanta

B1- B4 = Koefisien Regresi

X1 = e-Government Maturity

X2 = Kualitas Laporan Keuangan

X3 = Sistem Akuntabilitas Pemerintah

X4 = Kekayaan Pemerintah Daerah

X5 = Ukuran Pemerintah Daerah

€ = €ror

3.6.4 Uji Goodness of FitModel

Goodness of Fit merupakan uji yang dapat mengukut keakuratan fungsi
regresi sampel dalam memperkirakan nilai sebenarnya (Ghozali, 2018). Goodness of
Fit Model secara statistik minimal dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi

dan nilai statistik F. Apabila nilai uji statistik berada dalam daerah HO ditolak,
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perhitungan statistik dianggap signifikan. Sebaliknya, apabila nilai uji statistik berada

dalam daerah HO diterima, maka dianggap tidak signifikan(Ghozali, 2018).

Koefisien Determinasi (R?)

Uji koefisien determinasi (Adjusted R?) digunakan untuk mengukur sejauh
mana variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu model
regresi. Ketika variabel independen ditambahkan dalam model regresi, nilai Adjusted
R-Squared (Adj R’) dapat meningkat atau menurun tergantung pada seberapa baik
variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh variabel baru tersebut (Ghozali,
2018). Rentang koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1. Adjusted R? yang
menunjukkan angka yang semakin besar atau mendekati angka 1, berarti model yang
digunakan dalam menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel
dependen semakin baik. Sedangkan Adjusted R* yang semakin kecil atau mendekati
angka 0 berarti model semakin lemah dalam menjelaskan hubungan variabel

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.6.5 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang
hasilnya belum tentu sesuai dengan temuan penelitian, serta hipotesis tersebut
disampaikan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini,
hipotesis-hipotesis yang telah diajukan akan diuji menggunakan analisis regresi

melalui uji parsial (T). Tujuan dilakukannya analisis regresi adalah untuk mengetahui
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pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali,

2018).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pada penelitian ini uji hipotesis menggunakan uji parsial (Uji T). Uji ini
dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruh variabel independen
secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian ini
menggunakan cara mengevaluasi nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi
menunjukkan hasil < 0,05 maka hipotesis yang telah diajukan diterima yang
mengartikan bahwa individual variabel independen memiliki pengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi > 0,05 maka
hipotesis ditolak yang mengartikan bahwa individual variabel independen tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki populasi yang terdiri dari 36 pemerintah daerah baik dalam
cakupan provinsi, kabupaten atau kota pada tahun 2022 - 2023. Untuk menentukan
sampel, penelitian ini menggunakan metode purpossive sampling yang dilakukan
dengan cara menentukan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu dan
diperoleh sampel sebanyak 72. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode

kuantitatif. Tabel 4.1 berikut adalah persebaran data pemerintahan daerah yang

diperoleh:
Tabel 4. 1 Tingkat Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No Tingkat Pemerintah Daerah Jumlah
1. Provinsi 1

2. Kabupaten 29

3. Kota 6
Jumlah Pemerintah Daerah 36
Jumlah Pemerintah Daerah selama 2 tahun 72

4.2 Uji Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait

gambaran data dengan merinci nilai minimum, nilai maximum, nilai mean, dn standar
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deviasi pada suatu variabel penelitian. Hasil uji statistik deskriptif sebelum dilakukan

penghilangan data outlier disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel N Minimum | Maximum Mean Std.
Deviation

X1 MTEG 72 2 4 2,93 0,613
X2 KLKP 72 0 1 0,99 0,118
X3 SAKT 72 2 3 2,26 0,444
X4 KYPD 72 11,15 13,23 11,668 0,328
X5 UKPD 72 11,51 13,61 12,661 0,310
Y TRANS 72 ¥ 3 2,92 0,278

Oleh karena adanya data yang tidak normal, maka dilakukan penghilangan data
outlier. Hasil uji statistik deskriptif setelah adanya penghilangan data outlier disajikan
dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif setelah Penghilangan Outlier

Variabel N Minimum | Maximum Mean Std.
Deviation

X1 _MTEG 68 R 4 2,97 0,598
X2 KLKP 68 0 1 0,99 0,121
X3 SAKT 68 2 3 2,28 0,452
X4 KYPD 68 11,15 13,23 11,680 0,334
X5 UKPD 68 11,51 13,61 12,674 0,315
Y TRANS 68 2 3 2,97 0,170

Berdasarkan tabel 4.3, maka hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan

menunjukkan hasil dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Variabel Independen E-Government Maturity
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Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai mean atau rata-rata sebesar
2,97. Kemudian memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 4. Sedangkan
untuk nilai standar deviasi sebesar 0,598. Nilai standar deviasi variabel E-
Government Maturity lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata,
sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel E-Government Maturity memiliki
tingkat variasi data yang normal.

b. Variabel Independen Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai mean atau rata-rata sebesar
0,99. Kemudian memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Sedangkan
untuk nilai standar deviasi sebesar 0,121. Nilai standar deviasi variabel Kualitas
Laporan Keuangan lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata,
sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan
memiliki tingkat variasi data yang normal.

c. Variabel Independen Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai mean atau rata-rata sebesar
2,28. Kemudian memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 3. Sedangkan
untuk nilai standar deviasi sebesar 0,452. Nilai standar deviasi variabel Sistem
Akuntabilitas Pemerintah Daerah lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau
rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntabilitas
Pemerintah Daerah memiliki tingkat variasi data yang normal.

d. Variabel Kontrol Kekayaan Pemerintah Daerah
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Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai mean atau rata-rata sebesar
11,680. Kemudian memiliki nilai minimum 11,15 dan nilai maksimum 13,23.
Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,334. Nilai standar deviasi variabel
kontrol Kekayaan Pemerintah Daerah lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean
atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel kontrol Kekayaan
Pemerintah Daerah memiliki tingkat variasi data yang normal.

Variabel Kontrol Ukuran Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai mean atau rata-rata sebesar
12,674. Kemudian memiliki nilai minimum 11,51 dan nilai maksimum 13,61.
Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,315. Nilai standar deviasi variabel
kontrol Ukuran Pemerintah Daerah lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean
atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa wvariabel kontrol Ukuran
Pemerintah Daerah memiliki tingkat variasi data yang normal

Variabel Dependen Digital Local Government Transparency

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai mean atau rata-rata sebesar
2,97. Kemudian memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 3. Sedangkan
untuk nilai standar deviasi sebesar 0,170. Nilai standar deviasi Digital Loval
Government Transparency lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-
rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Digital Loval Government

Transparency memiliki tingkat variasi data yang normal.
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4.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Hasil Uji Normalitas
Pada penelitian ini, uji normalitas dilaksanakan menggunakan uji
Kolmogorof-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau
5%, dengan parameter bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa data yang sedang dianalisis memiliki distribusi
normal. Berikut adalah hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

Unstandarized Residual
N 72
Normal Parameters Mean .0000000
Std. Deviation 22330501
Most Extreme Absolute 212
Differences Positive .163
Negative -212
Test Statistic 212
Asymp. Sig. (2-tailed) .000°

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan data yang disajikan pada 4.4, menunjukkan bahwa hasil uji
normalitas menggunakan Kol/mogorov-Smirnov memperoleh nilai sig. sebesar
0,000 atau kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data pada

penelitian ini tidak berdistribusi normal. Untuk membuat data berdistribusi
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normal, maka penelitian ini menghilangkan data outlier. Data outlier ditentukan
dengan menggunakan Casewise Diagnostics. Kemudian dilakukan uji
normalitas kembali dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan

memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov setelah Penghilangan Outlier

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

Unstandarized Residual
N 68
Normal Parameters Mean .0000000
Std. Deviation .09228961
Most Extreme Absolute .097
Differences Positive .070
Negative -.097
Test Statistic .097
Asymp. Sig. (2-tailed) .190°¢

d. Test distribution is Normal.
e. Calculated from data.
f. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan data yang disajikan pada 4.5 menunjukkan bahwa hasil uji
normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov setelah dilakukan
penghilangan data outlier dengan menggunakan Casewise Diagnostics
memperoleh nilai sig. sebesar 0,190 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya
korelasi antar variabel independen, dengan melihat nilai Variance Inflation

Factor (VIF) dan Tolerance. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas
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memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2018). Hasil uji

multikolinearitas disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model Colinearity Statistics
Tolerance VIF
1 | (Constant)

MTEG 0,821 1,218
KLKP 0,993 1,007
SAKT 0,676 1,479
KYPD 0,281 3,562
UKPD 0,280 3,566

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.6, variabel E-Government
Matutiry, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntabilitas Pemerintah
Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah
memperoleh nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan ini dapat
disimpulkan bahwa pada model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala
multikolinearitas dan tidak ada hubungan antar variabel independen.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat
perbedaan varian dari residual antara satu observasi dengan observasi yang lain
dalam model regresi (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, uji
heteroskedastisitas menggunakan metode Grafik Scatterplot dengan melakukan
regresi nilai residual terhadap variabel independennya dan didapatkan hasil

seperti pada gambar berikut:
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Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar oleh hasil gambar Scatterplot, data (titik-titik)
tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menandakan
bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan
demikiran, terdapat hubungan yang signifikan antara nilai residual dan masing-
masing variabel independen.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya
autokorelasi dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi
menggunakan uji Durbin Watson (DW test) dengan kriteria pengambilan
keputusan dU<d<4-dU. Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel sebagai

berikut.
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Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary®

Model R R Square | Adjusted | Std. Error | Durbin-
R Square of the Watson
Estimate
1 .840° 706 .682 .096 1.805

a.Predictors: (Constant), UKPD, KLKP, MTEG, SAKT, KYPD
b.Dependent Variable: TRANS

Berdasarkan data yang disajikan pada 4.7, menunjukkan bahwa nilai DW
sebesar 1,805. Nilai dU adalah 1,7678 dan nilai 4-dU adalah 2,2322 yang
berarti dU (1,7678) < d (1,805) < 4-dU (1,805). Berdasarkan hasil uji, dapat
disimpulkan bahwa data penelitian sudah memenuhi kriteria pengambilan

keputusan dan tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Uji Regresi Linear Berganda dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap wvariabel terikat. Hasil

pengujian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 8 Hasil Analisis Linear Berganda

Unstandarized Standarized
Coefficients Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) -1.445 521 -2.774 .007
MTEG -.054 .022 -.188 -2.479 .016
KLKP -.019 .097 -.014 -.199 .843
SAKT -.095 .032 -.252 -3.014 .004
KYPD -.395 .066 - 774 -5.959 <.001
UKPD 743 .070 1.375 10.576 <.001
a.Dependent Variable: TRANS

Berdasarkan tabel 4.8, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
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Variabel E-Government Maturity berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel Digital Local Government Transparency karena memiliki nilai sig.
0,016 <0,05.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap variabel
Digital Local Government Transparency karena memiliki nilai sig. 0,843 > 0,05.
Variabel Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel Digital Local Government Transparency karena memiliki nilai
sig. 0,004 < 0,05

Variabel Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel Digital Local Government Transparency karena memiliki nilai sig.
0,001 < 0,05

Variabel Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel Digital Local Government Transparency karena memiliki nilai sig.

0,001 <0,05

Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh nilai koefisien regresi maka persamaan regresi

linear berganda adalah sebagai berikut:

Y =-1,445-0,054 X1 - 0,019 X2 - 0,095 X3 - 0,395 X4 + 0,743 X5 + ¢

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai intersep konstanta senilai -1,445 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa

jika variabel e-government maturity, kualitas laporan keuangan, sistem
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akuntabilitas pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran
pemerintah daerah adalah sama dengan nol/konstan, maka besarnya nilai digital
local government transparency adalah sebesar -1,445.

Nilai koefisien regresi variabel e-government maturity sejumlah -0,054,
sehingga jika nilai variabel e-government maturiy naik sebesar satu satuan,
maka variabel digital local government transparency akan berkurang sebesar
-0,054 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.
Nilai koefisien regresi variabel kualitas laporan keuangan sejumlah -0,019,
sehingga jika nilai variabel kualitas laporan keuangan naik sebesar satu satuan,
maka variabel digital local government transparency akan berkurang sebesar
-0,019 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.
Nilai koefisien regresi variabel sistem akuntabilitas pemerintah daerah
sejumlah -0,095, sehingga jika nilai variabel sistem akuntabilitas pemerintah
daerah naik sebesar satu satuan, maka variabel digital local government
transparency akan berkurang sebesar -0,095 satuan dengan asumsi konstannya
semua variabel independen yang lain.

Nilai koefisien regresi variabel kekayaan pemerintah daerah sejumlah -0,395,
sehingga jika nilai variabel kekayaan pemerintah daerah naik sebesar satu
satuan, maka variabel digital local government transparency akan berkurang
sebesar -0,395 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen

yang lain.
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- Nilai koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah sejumlah 0,743,
sehingga jika nilai variabel ukuran pemerintah daerah naik sebesar satu satuan,
maka variabel digital local government transparency akan bertambah sebesar

0,743 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.

4.3.3 Hasil Uji Godness of Fit Model
1. Hasil Koefisien Determinasi (R?)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan
model variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu
model regresi yang dapat dilihat pada nilai Adjusted R?. Hasil pengujian koefisien

determinasi disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4. 9 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary®

Model R R Square | Adjusted | Std. Error
R Square of the
Estimate
1 .840° .706 .682 .096

a.Predictors: (Constant), UKPD, KLKP, MTEG, SAKT, KYPD
b.Dependent Variable: TRANS

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada tabel 4.9, uji koefisien
determinasi memperoleh nilai Adjusted R*> sebesar 0,682 atau 68,2%. Hal
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh variabel e-
government maturity, kualitas laporan keuangan, sistem akuntabilitas pemerintah
daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah dalam

mempengaruhi variabel dependen yaitu digital local government transparency

52



sebesar 68,2%. Sisanya yaitu 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model
regresi.

2. UjiF

Uji F dilakukan untuk melihat apakah seluruh variabel independen dalam
penelitian berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.

Hasil uji F pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 10 Hasil Uji F

ANOVA?
Model Atk "W, o N Sig.
Squares Square

1. Regression 1.371 5 274 | 29.780 <.001°

Residual Y 62 .009

Total 1.941 67
a.Dependent Variable: TRANS
b.Predictors: (Constant), UKPD, KLKP, MTEG, SAKT, KYPD

Berdasarkan data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil dari uji F
memperoleh nilai F-hitung sebesar 29,780 dan F tabel sebesar 2,363, dimana F-
hitung (29,780) > F tabel (2,363) dan nilai signifikansi <0,001 < 0,05, yang
berarti bahwa secara simultan, variabel independen yaitu e-government maturity,
kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah, serta
variabel kontrol yaitu kekayaan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah
daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu digital local

government transparency.
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4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T dilakukan untuk melihat apakah satu variabel independen secara individual
memiliki pengaruh dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji T pada

penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Hasil Uji T

Unstandarized | Standarized Keputusan
Coefficients Coefficients .
Std. ’ Sig.
B Beta

Error
(Constant) | -1.445 20 -2.774 .007
MTEG -.054 .022 -.188 | -2.479 .016 Diterima
KLKP -.019 .097 -.014 | -.199 .843 Ditolak
SAKT -.095 .032 -.252 |.<3.014 .004 Diterima
KYPD -.395 .066 =774 | -5.959 | <.001 Diterima
UKPD 743 .070 1.375{10.576 | <.001 Diterima
a.Dependent Variable: TRANS

Hasil dari uji hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pengaruh e-government maturity terhadap digital local
government transparency
Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi koefisien regresi dari variabel e-
government maturity. Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa e-
government maturity berpengaruh positif terhadap digital local government
transparency. Nilai koefisien regresi e-government maturity sebesar -0,054. Pada

tingkat signifikansi sebesar 0,016 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1
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diterima, yang berarti bahwa e-government maturity berpengaruh signifikan
terhadap digital local government transparency.
. Pengujian hipotesis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap digital local
government transparency

Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi koefisien regresi dari variabel
kualitas laporan keuangan. Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa
kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap digital local government
transparency. Nilai koefisien regresi e-government maturity sebesar -0,019. Pada
tingkat signifikansi sebesar 0,843 > (0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H2
ditolak, yang berarti bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh
signifikan terhadap digital local government transparency.
. Pengujian hipotesis pengaruh sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap
digital local government transparency

Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi koefisien regresi dari variabel
sistem akuntabilitas pemerintah daerah. Hipotesis ketiga pada penelitian ini
menyatakan bahwa sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif
terhadap digital local government transparency. Nilai koefisien regresi e-
government maturity sebesar -0,095. Pada tingkat signifikansi sebesar 0,004 <0,05
maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti bahwa sistem
akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap digital local

government transparency.
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
4.4.1 Pengaruh E-Government Maturity terhadap Digital Local Government

Transparency

Pada penelitian ini, hipotesis pertama (H1) menguji e-government maturity
terhadap digital local government transparency. Penelitian ini memperoleh hasil nilai
koefisien sebesar -0,054 dan mendapatkan hasil regresi pada tingkat signifikansi
sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel e-
government transparency berpengaruh terhadap digital local government transparency
sehingga hipotesis pertama (H1) penelitian ini diterima.

Menurut teori keagenan, dimana masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah
sebagai agen, memerlukan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepercayaan
masyarakat melalui langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi
melalui e-government mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menyediakan
informasi secara terbuka, akurat dan tepat waktu melalui media digital. Aksesibilitas
informasi, komunikasi, serta partisipasi publik secara online melalui website
pemerintah daerah memperkuat persepsi publik terhadap keterbukaan pemerintah
secara digital.

Transparansi digital oleh pemerintah daerah akan meningkat sejalan dengan
kemajuan e-government maturity. Adanya website pemerintah daerah yang memiliki
fitur yang baik dan lengkap membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses
semua publikasi aktivitas pemerintah daerah terhadap aktivitas keuangan maupun non-

keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem e-government
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yang matang menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi
digital pemerintah daerah kepada masyarakat. Sesuai dengan teori legitimasi, bahwa
penerapan e-government merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan
pengakuan dan dukungan dari masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Octavio &
Urumsah, 2024) dan (Pratama, 2023), yang menyatakan bahwa e-governement
maturity berpengaruh positif terhadap transparansi digital. Hasil penelitian ini berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurindahsari et al., 2022) yang hasilnya
menyatakan bahwa e-government maturity tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap transparansi pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Digital Local Government

Transparency

Hipotesis kedua (H2) penelitian ini menguji kualitas laporan keuangan terhadap
digital local government transparency. Penelitian ini memperoleh hasil nilai koefisien
sebesar -0,019 dan mendapatkan hasil regresi pada tingkat signifikansi sebesar 0,843
atau lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan
keuangan tidak berpengaruh terhadap digital local government transparency sehingga
hipotesis kedua (H2) penelitian ini ditolak.

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara pemerintah daerah dan
masyarakat dibangun atas dasar kontrak yaitu masyarakat memberikan kepercayaan
kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya publik. Salah satu cara untuk

meminimalkan konflik keagenan adalah terciptanya mekanisme pengelolaan keuangan
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dengan transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dengan adanya penyusunan
laporan keuangan yang berkualitas. Namun, pada penelitian ini menunjukkan bahwa
kualitas laporan keuangan yang dalam hal ini melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK, belum tentu diikuti oleh transparansi digital. Hal ini menunjukkan
kemungkinan adanya asimetri informasi, meskipun laporan keuangan telah memenuhi
standar audit dari BPK. Dengan kata lain, laporan keuangan yang berkualitas lebih
bersifat teknis dan formal yang ditujukan untuk kepentingan audit daripada kebutuhan
informasi publik, sehingga hal tersebut tidak cukup untuk mendorong transparansi
digital secara luas.

Transparansi digital merupakan salah satu cara penting untuk mempertahankan
legitimasi dari masyarakat, khususnya pada era keterbukaan informasi publik melalui
digital. Namun, berdasarkan pada penelitian ini meskipun pemerintah daerah sudah
menyusun laporan keuangan yang berkualitas, hal tersebut belum secara otomatis
digunakan sebagai sarana legitimasi melalui transparansi digital. Hal itu dapat terjadi
karena pemerintah daerah lebih berfokus pada legitimasi formal terhadap lembaga
pemeriksa seperti BPK, bukan kepada masyarakat secara langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
(Zulva et al., 2020) dan (Wilopo, 2017) yang menyatakan bahwa kualitas laporan
keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah
daerah melalui websifte resmi. Hasil ini penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024) yang menyatakan bahwa kualitas

laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi digital.
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4.4.3 Pengaruh Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Digital Local

Government Transparency

Pada penelitian ini, hipotesis ketiga (H3) menguji sistem akuntabilitas
pemerintah daerah terhadap digital local government transparency. Penelitian ini
memperoleh hasil nilai koefisien sebesar -0,095 dan mendapatkan hasil regresi pada
tingkat signifikansi sebesar 0,004 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa variabel sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh
terhadap digital local government transparency sehingga hipotesis ketiga (H3)
penelitian ini diterima.

Sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang diukur menggunakan nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang dirancang
untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas hasil penggunaan anggaran mulai
dari perencanaan hingga evaluasi berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketika nilai SAKIP dari suatu
pemerintah daerah tinggi maka pemerintah daerah tersebut telah menerapkan
manajemen berbasis kinerja yang baik, memiliki perencanaan dan pelaporan yang
transparan, serta memfokuskan pada pencapaian hasil (outcome). Transparansi digital
menjadi salah satu wadah penting dalam mendukung akuntabilitas tersebut. Pemerintah
daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap akuntabilitas publik yaitu dengan nilai
SAKIP tinggi, cenderung akan mengembangkan platform digital sebagai sarana dalam

menyampaikan informasi kinerja, anggaran serta layanan kepada publik secara terbuka.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, dimana akuntabilitas
merupakan salah satu cara untuk mengurangi konflik antara pemerintah sebagai agen
dan masyarakat sebagai prinsipal. Dengan membangun sistem akuntabilitas yang kuat,
maka akan mengurangi asimetri informasi dan memperkuat hubungan kepercayaan
antar kedua belah pihak. Dari sisi teori legitimasi, nilai SAKIP yang tinggi menjadi
indikator bahwa pemerintah berkomitmen untuk menunjukkan kinerjanya secara
terbuka kepada masyarakat luas melalui platform digital. Sehingga hal tersebut menjadi
cara pemerintah untuk mempertahankan legitimasi di masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Octavio &
Urumsah, 2024), yang menyatakan bahwa sistem akuntabilitas pemerintah daerah

berpengaruh positif terhadap transparansi digital.
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BAB YV
PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh e-government maturity,

kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap digital

local government transparency. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1.

E-government maturity. berpengaruh positif terhadap digital local government
transparency. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah yang didukung oleh e-
government maturity yang baik dapat meningkatkan transparansi digital kepada
masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga
memudahkan aksesibilitas masyarakat dan mewujudkan keterbukaan pemerintah
secara digital.

Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap digital local government
transparency. Artinya kualitas laporan keuangan yang baik menurut opini BPK
tidak selalu mencerminkan transparansi digital, karena laporan keuangan yang
berkualitas lebih ditujukan untuk kepentingan audit daripada untuk memenuhi
kebutuhan informasi publik.

Sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap digital local
government transparency. Hal ini berarti bahwa sistem akuntabilitas pemerintah

daerah yang baik sebagaimana tercermin dalam nilai SAKIP, mendorong
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pemerintah untuk mewujudkan transparansi digital melalui perbaikan manajemen
kinerja dan penyajian informasi yang lebih terbuka serta mudah diakses oleh

publik.

5.2 Implikasi
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disajikan, maka implikasi
yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi penelitian selanjutnya

- Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pengukuran
digital local government transparency dengan menggunakan indeks
transparansi digital yang lebih komprehensif.

- Bagi penelitian selanjutnya diharapkan peneliti- menambahkan variabel
potensial independen tambahan seperti faktor politik pemerintah daerah
sehingga pemahaman terhadap transparansi digital semakin komprehensif.

2. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk

masukan dan evaluasi untuk mengembangkan strategi dan kebijakan untuk

meningkatkan transparansi digital pemerintah daerah. Peningkatan infrastruktur
dan pemanfaatan teknologi informasi, serta manajemen kinerja yang akuntabel
merupakan faktor kunci dalam membangun keterbukaan informasi publik secara

digital.
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5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain:

1. Beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data ordinal,
sehingga menyebabkan kecenderungan data terpusat pada nilai tertentu yang
menyebabkan ketidaknormalan distribusi data dan harus melakukan penghapusan
outlier.

2. Adanya keterbatasan pada beberapa situs web pemerintah daerah yang tidak dapat
diakses sewaktu-waktu sehingga hal ini menjadi tantangan dalam memperoleh
jumlah data yang diperlukan. Oleh karena itu, proses pengumpulan data menjadi
lebih sulit dan memerlukan tambahan sumber alternatif yang dapat digunakan.

3. Pengukuran e-government maturity dan transparency berdasarkan scoring
terhadap website pemerintah daerah dapat bersifat subjektif dari perspektif
peneliti, sehingga terdapat potensi perbedaan hasil skor antara peneliti dengan

peneliti yang lain.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang
Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, dapat
dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya, yaitu dengan mengembangkan model
penentu transparansi digital yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya dapat
merancang model dengan mengintegrasikan beberapa faktor. Hal ini akan memperkaya
pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keterbukaan

informasi digital. Kemudian penulis juga menyarankan penelitian selanjutnya untuk
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dapat melakukan studi wilayah yang berbeda, sehingga dapat memberikan masukan

apakah faktor penentu transparansi digital tergantung pada kondisi lokal tertentu.

aﬁ'“*
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